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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan 

kebenaran dan keadilan merupakan prinsip dari negara hukum. Kepastian dan 

ketertiban tersebut harus dibuktikan dengan suatu alat bukti yang didalam 

alat bukti tersebut ada suatu hak dan kewajiban dari seseorang atau subjek 

hukum.  

Perkembangan jaman semakin pesat, hal ini menuntut seseorang untuk 

melakukan suatu kegiatan yang pada akhirnya selalu membutuhkan seorang 

Notaris. Hampir semua kegiatan manusia berhubungan dengan suatu 

perjanjian ataupun perikatan membutuhkan suatu legalitas atau suatu 

kepastian. Sebagai contoh seseorang yang menginginkan meminjam uang di 

bank, hal tersebut tidak langsung datang ke bank dan mendapatkan uang yang 

dimaksud melainkan harus melalui proses-proses dan Notaris yang 

melegalkan semua perjanjian bahkan mengenai pembebanan tanggungannya.  

Lembaga notariat tidak saja berlaku bagi golongan tertentu saja tapi juga 

diberlakukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang akan melakukan 
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langkah atau tindakan hukum tertentu dalam bilang keperdataan yang 

memang memerlukan lembaga notariat sebagai pelaksanaannya”.
1
 

Pada saat era globalisasi saat ini, lembaga Notariat memegang peranan 

yang penting dalam setiap proses pembangunan, karena Notaris merupakan  

suatu jabatan yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta 

memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak, terutama dalam 

hal kelancaran proses pembangunan.
2
 Notaris sebagai pejabat umum, 

merupakan salah satu organ Negara yang dilengkapi dengan kewenangan 

hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa 

dalam pembuatan Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan 

dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.
3
 

Tugas Notaris secara eksplisit dijelaskan sebagaimana firman Allah 

dalam surah Al-Baqarah ayat 282: 

  

   

    

   

  

    

    

    

   

   

    

     

                                                 
1
 Wawan Tunggul Alam, 2004, Memahami Profesi Hukum, Dyatama Milenia, Jakarta, h.88. 

2
 N.G. Yudara,  2006,  Notaris  dan  Permasalahannya  (Pokok-Pokok  Pemikiran  Di  

Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), 

Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, 

h.72 
3
 Ibid, h. 73 
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   

    

    

  

  

 

    

    

   

   

   

  

    

   

     

   

    

    

  

    

    

  

   

    

  

    

     

   

     

    

       

Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan 



4 

dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang 

lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 

baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi 

saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 

Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah 

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu.
4
 

 

Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris adalah alat bukti yang 

menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek 

hukum, guna menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan 

hukum. Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai 

peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. 

Di sisi lain dalam berbagai hubungan bisnis, misalnya kegiatan di bidang 

perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, pasar modal, dan lain-lain, kebutuhan 

akan adanya pembuktian tertulis yang berbentuk Akta Otentik mutlak 

diperlukan, seiring dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum 

dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, 

regional, maupun global.  

Dalam membuat suatu Akta Otentik seorang Notaris harus mengikuti 

aturan-auran yang telah diatur dalam undang-undang. Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

                                                 
4
 Surah Al-Baqarah Ayat 282 
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Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris, sudah 

menentukan langkah demi langkah yang harus dilakukan seorang Notaris 

apabila ia membuat suatu akta otentik. Langkah-langkah itu antara lain 

mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, membacakan isi akta 

kepada para penghadap, menandatangani akta dan lainnya) memang khusus 

diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis 

dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.
5
 

Fungsi dari akta otentik adalah untuk membuktikan adanya hak dan 

kewajban dari masing-masing pihak yang terkait dengan pembuatan akta 

tersebut, sehingga adanya akta otentik menjamin adanya kepastian  hukum, 

dengan harapan apabila terjadi sengketa atau perselisihan di antara para pihak 

yang tidak dapat dihindari lagi, maka dalam proses penyelesaian sengketa 

dari para pihak tersebut baik melalui pengadilan maupun arbitrase, 

keberadaan akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan 

terpenuh akan memberikan jaminan nyata untuk mengatasi segala hambatan 

dan rintangan. 

Perkembangan sosial yang cepat mengakibatkan pula pekembangan 

hubungan-hubungan hukum di masyarakat, maka peranan Notaris menjadi 

sangat kompleks dan seringkali sangat berbeda dengan ketentuan yang 

berlaku. Dengan demikian kiranya sulit untuk mendefinisikan secara lengkap 

                                                 
5
 Tan Khong Kie (b), 2000, Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Cet 1, Ikhtiar 

Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 261 
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tugas dan pekerjaan Notaris.
6
 Walaupun demikian, seperti yang telah 

diuraikan, pada intinya tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan 

otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat 

meminta jasa Notaris. Dari tugas utama Notaris tersebut, maka dapat 

dikatakan Notaris mempunyai tugas yang berat karena harus memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan 

suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan 

terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode 

etik profesi bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan 

memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.
7
 

Sebagai pejabat umum seorang  Notaris sama sekali bukan semata-mata 

untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi untuk 

kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani.
8
 Secara pribadi Notaris 

bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Oleh karena 

pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutarna 

untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata Notaris di dalam kehidupan 

masyarakat, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris yang 

menjalankan tugas jabatannya. 

Salah satunya kewajiban Notaris adalah membuat akta dalam bentuk 

minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris 

                                                 
6
 Habib Adjie, 2003, Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT, “Penegakan Etika 

Profesi Notaris Dari Perspektif Pendekatan System,”Lembaga Kajian Notaris dan PPAT 

Indonesia, Surabaya, h. 27 
7
 Liliana Tedjosaputro, 1994, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf 

Publishing,Yogyakarta, h. 4 
8
 Henricus Subekti,  Tugas Notaris (Perlu) Diawasi, Majalah Renvoi Nomor 11.35.lll, Edisi 3 

April 2006, h. 40 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan 

Notaris, dan dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban 

dalam menyimpan minuta akta sebagian bagian dari protokol Notaris, 

dimaksudkan untuk menjaga keontetikan suatu akta dengan menyimpan akta 

dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan 

grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan 

mencocokkannya dengan aslinya.  

Dalam menjalankan jabatan tersebut, notaris dibantu oleh pekerjanya 

dalam hal membantu kebutuhan notaris dalam penyusunan sebuah akta 

otentik hingga penyimpanan akta yang telah ditandatangani para pihak, para 

saksi, dan notaris yang disebut dengan minuta akta. Minuta akta wajib dijaga 

kerahasiaannya oleh notaris, sesuai dengan kewajiban notaris dalam 

Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pasal 16 

pasal 1 huruf (f).  

Fakta yang terjadi adalah kerahasiaan minuta akta tersebut masih 

banyak disalahgunakan oleh pekerja notaris dalam hal kerahasiaan yang wajib 

dijaga. Tidak adanya suatu pengaturan khusus bagi pekerja untuk ikut 

menjaga kerahasiaan sebuah minuta akta menjadi sebuah kekosongan hukum  

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut 

mengenai “Tanggungjawab Jabatan Notaris Akibat Penyalahgunaan 

Kerahasiaan Minuta  Akta oleh Pekerjanya”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka permasalahan 

yang  dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana urgensi kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan isi 

akta khususnya minuta akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 

1 huruf (f) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris? 

2. Bagaimana tanggungjawab jabatan Notaris akibat penyalahgunaan 

kerahasiaan minuta  akta oleh pekerjanya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka  tujuan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi kewajiban notaris dalam 

menjaga kerahasiaan isi akta khususnya minuta akta sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf (f) Undang-undang Nomor 2 

tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab jabatan Notaris 

akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjanya. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan mermpunyai manfaat baik teoritis maupun 

praktis yaitu  sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoretis. 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya dan tanggungjawab jabatan Notaris akibat penyalahgunaan 

kerahasiaan minuta  akta oleh pekerjanya.  

b. Memberikan referensi keilmuan di bidang hukum bagi kepentingan 

akademis dan bahan kepustakaan. 

c. Sebagai sarana pengimplementasian teori hukum ke dalam bentuk 

yang sebenarnya dalam praktik penerapannya di lapangan. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Sebagai bahan kajian bagi Notaris dalam hal tanggungjawab 

jabatannya akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh 

pekerjanya. 

b. Sebagai sarana peningkatan kemampuan penulis dalam 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah pada 

praktik di lapangan. 

c. Hasil penelitian merupakan jawaban terhadap masalah yang diteliti. 

 

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis 

1.  Kerangka Konseptual 

Kerangka koseptual pada dasarnya merupakan gambaran terhadap 

permasalahan yang diteliti sebagai obyek penelitian.  Untuk memberikan 

pemahaman mengenai judul penelitian maka berikut ini diberikan 

beberapa pengertian yaitu: 
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a. Pengertian Notaris  

Jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 

tentang “Jabatan Notaris” dan biasa disebut dengan UUJN (Undang-

Undang Jabatan Notaris). Semua hal tentang Notaris harus mengacu 

pada Undang-Undang tersebut. 

Mengenai Notaris itu siapa, kewenangan, kewajiban, larangan 

semua diatur dalam Undang-Undang tersebut, dalam menjalankan 

jabatannya notaris harus berpedoman normatif kepada Undang-

undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Namun sebelum 

Undang-Undang itu berlaku pengertian Notaris yang tercantum pada 

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860 no 3) 

menyebutkan : 

Siapa notaris dan kewenangan dijelaskan dalam pasal ini yaitu, 

notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya 

berwenanguntuk membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh 

suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan 

dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, 

menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan 

membuat grosse, salinan dan untuk kutipannya, semuanya 

sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak 

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang 

lain.
9
 

 

                                                 
9
 Lumban Tobing, 1980, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, h. 27 
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Peraturan Jabatan Notaris di atas telah dirubah dengan Pasal 1 

Ayat 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris yang menyebutkan:
10

 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang 

lainnya. 

 

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan 

dengan wewenang Notaris yang tertera dalam Pasal 15 ayat (1) 

UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, pemberian 

wewenang ini berbeda terhadap jabatan yang diberikan pada pejabat 

atau instansi lain. Produk yang dibuat oleh Notaris adalah akta 

otentik. Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum 

dan bentuknya ditentukan oleh undang-undang, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menyebutkan dan menjelaskan dalam Pasal 

1868 pengertian dari akta otentik yaitu “suatu akta yang didalam 

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau 

dihadapan pegawai atau pejabat umum yang berkuasa untuk itu di 

tempat di mana akta dibuatnya”. 

Akta otentik berfungsi untuk suatu kepastian hukum dari para 

pihak dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. 

Bukan hanya akta otentik saja yang menjadi kewenangan notaris, 

                                                 
10

 Karya Gemilang, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan 

PPAT, Indonesia Legal Center Publising, Jakarta, h. 2. 



12 

kewenangan lainnya diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 

02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu :  

1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki 

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta 

autentik,menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, 

menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan 

Akta, semuanya sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang 

lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Notaris berwenang pula :  

a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian 

tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus. 

b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar 

dalam buku khusus. 

c) Membuat kopi dari surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan 

dalam surat yang bersangkutan. 

d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokoi dengan surat 

aslinya. 
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e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan akta. 

f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan 

g) Membuat akta risalah lelang.  

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur 

dalam peraturan perundangundangan. 

Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau 

berdasarkan Undang-undang lainnya. 

Jabatan yang dimiliki oleh seorang notaris adalah jabatan 

kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu 

kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, notaris memiliki hak 

untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku 

notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. 

Hal ini terkait dengan hak ingkar seorang notaris, hak dimana 

seorang notaris dapat mengingkari posisinya sebagai seorang saksi 

yang mana dibolehkan oleh undang-undang untuk membeberkan 

semua rahasia yang disimpannya, dalam keadaan tertentu. 

b. Pengertian Tanggungjawab  
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Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia 

adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga 

bertanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah 

berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala 

sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. 

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya 

dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena 

selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan 

bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan 

(waarmerken dan legalisasi) surat-surat / akta-akta yang dibuat di 

bawah tangan. 

 

c. Minuta Akta  

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, yang pada intinya menyatakan bahwa 

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, 

jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan 

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan membuat Akta dalam 

bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari 

Protokol Notaris”. 
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Pengertian minuta akta terdapat dalam Pasal 1 angka 8 UUJN. 

Minuta akta adalah asli akta notaris yang disimpan sebagai protokol 

notaris. Minuta akta ini berisi asli tanda tangan, paraf, cap jempol 

para penghadap, asli tanda tangan saksi, Notaris serta renvoi dan 

mungkin ada bukti lain yang dilekatkan dalam minuta akta akta 

tersebut. Minuta akta tersebut wajib disimpan notaris.
11

 Dalam 

minuta akta juga berisi nomor, tanggal, bulan, tahun , jam akta 

tersebut dibuat, dan nantinya minuta akta tersebut dicatat dalam 

repertorium.  

Minuta akta tersebut dapat dibuatkan salinannya yang isinya 

sama persis dengan minuta akta tersebut. Salinan akta yang 

dimaksud isinya harus sama persis dengan minuta akta, yang 

membedakan hanya pada tanda tangan, paraf, cap jempol dan renvoi. 

Pada salinan akta tidak ada tanda tangan, paraf, dalam salinan akta 

haya ada tanda tangan dan stempel Notaris. Dalam salinan akta 

bagian akhir akta tertulis diberikan sebagai salinan yang sama 

bunyinya. Maksud disini sama bunyinya dengan minuta aktanya. 

Akta in originali atau bisa disebut juga Acte Brevet, dimana Notaris 

dalam pembuatan aktanya tidak menyimpan sebagai minuta akta. 

Akta tersebut dibuat hanya untuk para penghadap saja. Akta ini tidak 

bisa dimintakan salinannya kepada Notaris karena Notaris tidak 

punya minuta aktanya. 

                                                 
11

 Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 
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Akta in originali tersebut yaitu meliputi Akta pembayaran uang 

sewa, bunga, dan pensiun, Akta penawaran pembayaran tunai, Akta 

protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat 

berharga, Akta kuasa, Akta keterangan kepemilikan. Akta in 

originali sebagaimana dimaksud diatas dibuat lebih dari 1 (satu) 

rangkap dan ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, 

dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “Berlaku 

Sebagai Satu dan Satu Berlaku Untuk Semua”. 

 

2.  Kerangka Teoretis 

Untuk melakukan analisis terhadap pokok permasalahan dalam 

penelitian digunakan teori hukum sebagai dasar analisis. Adapun teori 

hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu:.  

 

a. Teori Keadilan 

Keadilan merupakan alat pemersatu tatanan kehidupan 

bermasyarakat yang beradab. Untuk itu Hukum diciptakan agar 

supaya tiap individu anggota masyarakat serta penyelenggara 

negara melaksanakan tidakan yang dibutuhkan guna menjaga 

hubungan sosial dan tercapainya tujuan kehidupan bermasayarakat 

secara bersama atau sebaliknya supaya tidak melakukan tindakan 

yang bisa merusak suatu tatanan keadilan. Apabila tindakan yang 

diperintahkan tidak dapat dilakukan atau larangan dilanggar, 
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menyebabkan tatanan sosial menjadi terganggu disebabkana 

terceiderainya keadilan. Guna mengembalikan suatu ketertiban 

kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap 

pelanggaran hukum tentu akan mendapatkan sanksi hukum 

sebagaimana sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
12

 

Keadilan merupakan pijakan moral hukum dan juga sebagai 

tolok ukur terhadap sistem hukum positif. Keadilan merupakan 

pangkal dari hukum positif dsan konstitutif. Sedangkan konstitutif, 

disebabkan keadilan merupakan unsur yang mutlak bagi hukum 

sebagai hukum. Tanpa keadilan, kebijakan dan atau aturan aturan 

tidak pantas sebagai hukum. Jika, dalam penegakan hukum 

condong pada nilai kepastian hukum atau berasal dari aspek 

peraturannya, maka sebagai suatu nilai hukum telah menggeser 

nilai nilai keadilan dan nilai kegunaan / kemanfaatan. Hal ini 

disebabkan, pada kepastian hukum yang paling penting yakni 

peraturannya  itu sendiri sesuai terhadap apa yang dirumuskan. 

Demikian pula ketika nilai kemanfaatan / kegunaan yang lebih 

dikedepankan, maka nilai kemanfaatan / kegunaan akan menggeser 

nilai kepastian hukum atau nilai keadilan karena yang terpenting 

bagi nilai kemanfaatan kegunaan merupakan suatu fakta apakah 

hukum bermanfaat / berguna bagi masyarakat. Hal ini berlaku juga 

                                                 
12

 Moh. Mahfud MD, “Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, Bahan 

pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai 

HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009. 
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saat  ketika yang mendapat perhatian hanya nilai keadilan, maka 

berdampak pada tergesernya nilai kepastian hukum serta 

kemanfaatan. Hal ini berimplikasi, dalam penegakkan hukum wajib 

ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.
13

 

Hukum merupakan suatu yang mengandung nilai keadilan, 

Radbruch secara tegas dapat menjadi tolok ukur terhadap keadilan 

tata hukuma Oleh karenanya, maka nilai keadilan termasuk 

menjadi dasar daripada hukum sebagai hukum. Hal ini berarti, 

keadilan mempunyai sifat yang normatif juga konstitutif terhadap  

hukum. Berkaiitan dengan hal tersebut maka, keadilan menjadi 

dasar / landasan moral bagi  hukum juga sekaligus sebagai ukuran  

tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, 

hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, disebabkan 

keadilan harus menjadi elemen mutlak bagi hukum. Hal tersebut 

berarti, hukum tanpa keadilan merupakan sebuah aturan yang tidak 

pantas menjadi hukum.
14

 

Untuk merealisasikan tujuan hukum menurut Gustav 

Radbruch perlu dipergunakan asas prioritas terhadap tiga nilai 

dasar yang merupakan tujuan hukum. Hal ini dikarenakan karena 

dalam faktanya, keadilan hukum seringkali berbenturan melawan 

                                                 
13

 LBH Perjuangan, 2010, Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum 

Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah). http://lbhperjuangan. 

blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html, diakses  5 Desember 

2019. 
14

 Kasus Bethany, Perkara Menarik Perhatian Publik Kok Dihentikan., 

http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c 

85485ea76ed077341cd654fb,  diakses 5 Desember 2019 

http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html
http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html
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kemanfaatan serta kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Dari 

tiga nilai dasar tujuan hukum, pada saat terjadi konflik / benturan, 

maka harus ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang 

digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan 

urutan sebagai berikut: a. Keadilan Hukum; b. Kemanfaatan 

Hukum; c. Kepastian Hukum. Dengan urutan prioritas 

sebagaimana dikemukakan tersebut, maka sistem hukum dapat 

terhindar dari konflik internal.
15

 

b. Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang hendak 

dicapai hukum dapat dikemukakan merupakan bagian upaya 

merealisasikan suatu keadilan. Wujud nyata suatui kepastian 

hukum yakni pelaksanaan atau penegakkan hukum bagi tindakan 

tidak memandang subyek hukum yang melakukan atau pelakunya. 

Adanya suatu kepastian hukum bahwa setiap subyek hukum 

dapatlah memperkirakan apa yang akan terjadi / dialami apabila 

melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian dibutuhkan 

guna merealisasikan prinsip persamaan dimuka hukum tanpa 

diskriminasi atau pembedaan-pembedaan.
16

 

Kepastian adalah ciri pokok yang harus ada dan tidak dapat 

dipisahkan dari hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. 

Hukum tanpa adanya nilai kepastian berarti kehilangan makna 

                                                 
15

 Tujuan Hukum. http://statushukum.com/tujuan-hukum.html, diakses 5 Desember 2019 
16

 Moh. Mahfud MD, op.cit. 

http://statushukum.com/tujuan-hukum.html
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disebabkan hukum tidak bisa lagi dipergunakan sebagai pedoman 

berperilaku untuk tiap orang. Kepastian sendiri diasumsikan 

sebagai bagian dari salah satu tujuan hukum.
17

 

Kepastian hukum sebagai objek pertanyaan yang hanya dapat 

dijawab berdasarkan pendekatan normatif, bukan sosiologis. Suatu 

kepastian hukum berdasarkan pendekatan normatif yaitu saat 

peraturan dibuat serta diundangkan secara pasti dikarenakan 

hukum mengatur dengan jelas dan logis. Jelas diartikan tidak 

memunculkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis diartikan 

menjadi sistem norma terhadap norma lain sehingga terhindar dari 

berbenturan atau mengakibatkan terjadinya konflik norma. 

Terjadinya konflik norma yang diakibatkan adanya ketidakpastian 

aturan bisa berbentuk kontestasi norma, reduksi  atau distorsi 

norma.
18

 

Gustav Radbruch berpendapat terdapat 4 (empat) hal 

fundamemntalr yang terkait terhadap makna kepastian hukum, 

yakni Pertama, bahwa suatu hukum adalah positif, artinya bahwa 

suatu hukum positif merupakan  perundang-undangan. Kedua, 

bahwa suatu hukum tersebut didasarkan pada suatu fakta, artinya 

hukum berdasarkan pada kenyataan.. Ketiga, bahwa suatu fakta 

harus dirumuskan melalui cara secara jelas sehingga menghindari 

                                                 
17

 Memahami Kepastian (Dalam)Hukumhttps://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05 

 memahamikepastian-dalam-hukum/, diakses 5 Desember 2019 
18

 Yance Arizona, 2008, Apa Itu Kepastian Hukum? http://yancearizona.net/2008/04/13/ apa-

itu-kepastian-hukum/, diakses 5 Desember 2019 

http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/
http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/
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kesalahan dalam pemaknaannya, di samping itu mudah saat 

dilaksanakan. Keempat, suatu hukum positif tidak diperbolehkan 

dalam kondisi mudah diubah. Apa yang dikemukakan Gustav 

Radbruch tersebut berdasarkan pada pandangannya bahwa 

kepastian hukum merupakan suatu kepastian mengenai  hukum itu 

sendiri. Kepastian hukum pada dasarnya sebagai hasil / produk dari 

hukum atau lebih khusus dari peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka Gustav Radbruch, 

menyampaikan bahwa hukum positif sebagai pengatur 

kepentingan-kepentingan anggota manusia dalam suatu masyarakat 

wajib selalu ditaati walaupun hukum positif kadang kurang adil.
19

 

c. Teori Kewenangan 

Kewenangan memiliki arti: Hal berwenang, hak dan 

kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan 

yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. 

Nicolai adalah sebagai berikut: Het vermogen tot her verrichten 

van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op 

rechtsgevolgen onstaan of tenietgaan). Een recht houdt in de 

(rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te 

verricen of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak of het 

verrichten van een handeling door een ander. Een plict impliceert 

een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te 

                                                 
19
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laten. Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu 

(yaitu tindakan tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan 

akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya 

akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak 

melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk 

melakukan tinakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat 

keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan 

tertentu.
20

 

Wewenang tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaannya 

menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam 

hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam 

negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, R.J.H.M. Huisman 

sebagaimana dikutip dari Ridwan H.R menyatakan pendapat 

berikut ini:  een besturogaan kan zich geen bevoegdheid toergenen. 

Slecht de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan en 

bevoegdheid niet allen attribueren aan en bestuurorgaan, maar 

ook aan ambtienaren (bijvoorbeeld belastinginspecteursm 

ibspecteur voor hes milleu enz) of aan special collage 

(bijvoorbeeld de kiesraad de pachskame), of zelfs aan 

privaatrechtelijke rechtspersonen. Organ pemerintah tidak dapat 

menganggap bahwa telah memiliki sendiri wewenang 
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 Ridwan H.R, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 102 
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pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh Undang Undang. 

Pembuat Undang­undang dapat memberikan wewenang 

pemerintah tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga 

terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur 

lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti 

dewan pemilihan umum , pengadilan  khusus untuk perkara sewa 

tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat.
21

  

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara 

yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang. 

a. Atribusi 

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. 

Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan 

dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah  

dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan 

kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. 

Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar 

konstitusi atau peraturan perundang-undangan. 

b. Pelimpahan wewenang 

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari 

wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut untuk 

membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya 

untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini 
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dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan 

ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, 

sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pelimpahan 

kewenangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Delegasi 

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ 

pemerintah satu dengan organ pemerintah lain dan 

biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan 

yang lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang. 

2) Mandat 

Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja 

internal antara atasan dengan bawahan. Kewenangan 

yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu 

diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan, yaitu 

atributif, mandat, dan delegasi.
22

 

a) Kewenangan  Atributif 

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau 

berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh 

Undang-undang Dasar. Istilah lain untuk kewenangan 

distributif adalah kewenangan asli atau kewenangan 

yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. 
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Dalam kewenangan atributif, pelaksanaanny dilakukan 

sendiri oleh pejabat atau badan tersebut  yang  tertera  

dalam  peraturan  dasarnya.  Adapun mengenai 

tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada 

pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam 

peraturan dasarnya. 

b) Kewenangan Mandat 

Kewenangan mandat merupakan kewenangan 

yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan 

dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada 

pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan 

rnandat terdapat dalarn hubungan rutin atasan 

bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Setiap 

saat pernberi kewenangan dapat menggunakan sendiri 

wewenang yang dilimpahkan tersebut. 

c) Kewenangan Delegatif 

Kewenangan delegatif rnerupakan kewenangan 

yang bersurnber dari pelimpahan suatu organ 

pemerintahan kepada organ lain dengan dasar 

peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan 

kewenangan rnandat, dalam kewenangan delegatif, 

tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada 

yang diberi lirnpahan wewenang tersebut atau beralih 
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pada delegataris. Dengan begitu, pemberi limpahan 

wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu 

lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang 

pada asas contrarius actus. Oleh sebab itu, dalam 

kewenangan delegatif peraturan dasar berupa 

peraturan perundang-undangan merupakan dasar 

pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan 

delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-

undangan yang mengatur pelimpahan wewenang 

tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegasi.
23

  

 

Pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan 

bahwa kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu sebagai 

penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk wet (wetgever) 

yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada 

maupun yang baru dibentuk untuk itu. Tanpa membedakan secara 

teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan Indroharto 

berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah 

kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan 

untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Menurut teori 

kewenangan dari H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

a. Attributie : toekenning van een bestuursbevoegh eid door een 

wetgever aan een bestuursorgaan; (pemberian 
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izin/wewenang oleh pemerintah kepada pejabat administrasi 

Negara). 

b. Delegatie : overdracht van een bevoegheid van het ene 

bestuursorgaan aan een ander; (pelimpahan wewenang dari 

satu badan ke yang lain) 

c. Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens 

hem uitoe:fenen door een ander. (tidak adanya suatu 

pelimpahan wewenang dari Badan atau pejabat yang satu 

kepada yang pejabat lain ).
24

 

 

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat 

keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan 

atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang 

melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa 

berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan 

suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang 

sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan 

itu tidak sah menurut hukum,“
25

  

Pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa atribusi dan 

delegasi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk 

mengetahui apakah suatu badan berwenang atau tidak dalam 

melaksanakan kewajiban kepada masyarakat. Philipus M. Hadjon 

menyatakan dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan 

kewenangan atau pengalih tanganan kewenangan. Di sini 

menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pengawal. 

Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan 
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untuk atas nama si penguasa.
26

 Berdasarkan pemaparan tersebut 

dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Notaris 

merupakan kewenangan atribusi yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan. Max Weber menyebutkan bahwa, “In legal 

authority, Legitimacy  is based on a belief  in reason,  and laws 

areobeyed because they have been enacted by proper 

procedures.”
27

 (Dalam kewenangan hukum, keabsahan suatu 

perbuatan didasarkan pada keyakinan dalam penalaran dan hukum 

yang dipatuhi karena telah diberlakukan dengan prosedur yang 

tepat). Hal tersebut menunjukkan bahwa segala kewenangan 

Notaris adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang 

berlaku, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal 

ini secara tegas dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) UU Perubahan atas UUJN tentang kewenangan 

Notaris. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Notaris berwenang 

untuk membuat akta otentik secara umum. Beberapa batasan 

terhadap kewenangan tersebut adalah: 

a. Sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang 

ditetapkan dengan undang-undang. 
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b. Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau 

berwenang membuat akta otentik yang diharuskan oleh 

aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. 

c. Sepanjang mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa 

akta itu dibuat. 

F. Metode Penelitian 

Fungsi penelitian yaitu untuk menemukan sesuatu yang efektif dan 

bermanfaat dalam menuangkan gagasan.
28

 Sebuah penelitian ilmiah harus 

dilakukan melalui metode-metode ilmiah tertentu agar penelitian yang 

dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian hukum yaitu sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, 

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. Menurut Soerjono Soekanto,penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat 

dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.
29

 

Pendekatan masalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis 

mengenai Tanggungjawab Jabatan Notaris Akibat Penyalahgunaan 

Kerahasiaan Minuta  Akta Oleh Pekerjanya. 
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2. Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis tergolong dalam penelitian 

deskriptif analitis Deskriptif analitis dapat dikatakan sebagai suatu cara 

bagaimana suatu data ditampilkan agar informasi yang ditampilkan dapat 

secara jelas diterima oleh orang lain.
30

 

Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan 

menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah 

Tanggungjawab Jabatan Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan 

Minuta  Akta Oleh Pekerjanya. 

Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan 

penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini 

tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-

buku, tulisan, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung 

dilapangan  seperti dengan melalui wawancara langsung.
 .
 

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis data meliputi : 

a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini, antara lain : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4432. 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5491. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk  

serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, koran, 

artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus 

Hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data 

sekunder berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, literatur, dan yang 
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mendukung. Adapun penelitian ilmiah ini menggunakan teknik studi 

kepustakaan dalam mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. 

Penelitian Kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder 

guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli 

atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi 

baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data, melalui naskah 

resmi yang ada atau pun bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, buku-buku hasil penelitian, dokumentasi, 

majalah, jurnal, surat kabar, internet dan sumber lainnya dengan 

masalah-masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. 

5. Metode Analisis  Data 

Penelitian dalam Tesis ini bersifat deskriptif kualitatif analitis. 

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif analitis merupakan suatu 

penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan 

menganalisis peraturan hukum. Dengan menggunakan sifat deskriptif ini, 

maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat 

digambarkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Statute).
31

 

 

G. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu 

sebagai berikut  : 
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Bab I   Pendahuluan 

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang 

bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, 

Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. 

Bab II  Tinjauan Pustaka  

Membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Notaris yang terdiri 

dari Tinjauan Umum tentang Notaris, Peranan Notaris menurut 

Hukum Islam, Tanggungjawab Notaris, Tinjauan umum tentang 

Akta Otentik dan Tinjauan umum tentang Minuta Akta.  

Bab III  Hasil Penelitian  

Hasil penelitian dan pembahasan berisi meneliti, membahas tentang 

urgensi kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta 

khususnya minuta akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 

1 huruf (f) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris dan tanggungjawab jabatan Notaris akibat 

penyalahgunaan kerahasiaan minuta  akta oleh pekerjanya. 

Bab IV   Penutup 

Berisi Simpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang diperlukan. 

 

 

 

 


